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Perubahan masyarakat berjalan begitu cepat, dan sistem sosialpun mengalami 
perubahan yang cukup signifikan.Dilematika perubahan sosial tersebut mempengaruhi 
perubahan individu, dan berdampak pula terhadap bidang kehidupan yang lainnya.Salah 
satunya bidang pendidikanpun tidak bisa terlepas dari dampak perubahan sosial tersebut. Hal 
ini akan berpengaruh juga terhadap pembentukan dan pengembangan karakter peserta didik. 
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata ajar yang berbasis nilai akan menjadi 
salah satu alternatif dalam mengembangkan karakter peserta didik. Perubahan sosial dalam 
masyarakat dapat juga berdampak terhadap pergeseran nilai – nilai nasionalisme yang dapat 
menganggu internalisasi nilai sebagaimana yang diusung dalam mata ajar Pendidikan 
Kewarganegaraan di sekolah. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan model 
pembelajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis nasionalisme di sekolah 
demi mewujudkan karakter cinta tanah air pada peserta didik, dalam hal ini model 
pembelajaran yang dikembangkan adalah Nasionalism Project Citizen (NPC.) 
 
Kata Kunci :NasionalismProject Citizen, Pendidikan Kewarganegaraan, Nasionalisme, 
Karakter Cinta Tanah Air 
 
A. Pendahuluan  
Nasionalisme saat ini dirasakan mulai terkikis di kalangan anak didik di sekolah 
karena berbagai faktor. Apabila dibiarkan begitu saja maka keadaan ini akan berbahaya, 
sebab siswa sekolah dan generasi muda pada umumnya merupakan generasi penerus yang 
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akan melanjutkan pembangunan bangsa ini menuju arah yang lebih baik. Apabila generasi 
mudanya sudah tidak mencintai bangsanya tentu saja lambat laun negara ini akan hancur. 
Karena terkikisnya nasionalisme inilah banyak pihak yang mulai membangkitkan semangat 
nasionalisme melalui berbagai kegiatan. Karena semakin lama dampak dari lemahnya 
nasionalisme itu sendiri semakin dapat dirasakan dangan tidak terciptanya kerteraturan sosial 
yang sangat penting di dalam masyarakat yang majemuk.  
Untuk membangun anak-anak bangsa yang memiliki mental dan kepribadian 
bangsa diperlukan suatu usaha, salah satu usaha yang terpenting adalah melalui pendidikan 
secara nasional. Tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan secara nasional antara lain 
bahwa Pendidikan Nasional harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah 
air, mempertebal semangat kebangsaan, dan rasa setia kawan sosial. Hal ini selaras dengan 
karakteristik dan sikap nasionalisme sendiri seperti yang dikemukan oleh Suprapto (1987:54): 
• Bangga menjadi bangsa dan bagian masyarakat Indonesia, 
• Mengakui dan mempertahankan dan memajukan negara serta nama baik bangsa, 
• Senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas dan kedamaian antar 
kelompok masyarakat dengan semangat persaudaraan Indonesia, 
• Menyadari sepenuhnya sebagai bagian dari bangsa lain untuk menciptakan 
hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, 
• Memiliki rasa cinta kepada tanah air Indonesia, 
• Menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan sendiri dan golongan atau 
kelompoknya. 
 
Nasionalisme merupakan salah satu nilai luhur yang terkandung dalam 
Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang perlu diwariskan kepada generasi penerus 
termasuk para siswa di sekolah. Dengan menanamkan sikap nasionalisme, diharapkan siswa 
tumbuh menjadi manusia pembangunan yakni generasi yang mampu mengisi dan 
mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negaranya.Maka nampak jelas bahwa target dan 
sasaran yang ingin dicapai adalah terbinanya rasa kebangsaan yang tinggi sehingga bisa 
mengamalkannya ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari.  Untuk mencapai sasaran tersebut 
diperlukan suatu usaha melalui pendidikan di sekolah yang berupa membina, 
mengembangkan, dan menyempurnakan potensi siswa menuju proses pendewasaannya. 
Dalam hal ini bidang studi yang memegang peranan untuk menunjang terhadap 
pencapaian tersebut adalah melalui mata pelajaran PKn yang telah diajarkan di semua jenjang 
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pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Peguruan Tinggi. PKn merupakan mata 
pelajaran di sekolah yang memfokuskan pelajarannya pada pembentukan manusia Indonesia 
yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 
1945 (Depdiknas, 2003). Hal tersebut senada dengan tri fungsi peran PKn seperti 
dikemukakan oleh Achmad Kosasih Djahiri ( 1996 : 19) sebagai berikut : 
1. Membina dan membentuk kepribadian atau jati diri manusia Indonesia yang 
berjiwa Pancasila dn berkepribadian Indonesia 
2. Membina bangsa Indonesia melek politik, melek hukum dan melek 
pembangunan serta melek permasalahan diri, masyarakat bangsa dan negara 
3. Membina pembekalan siswa (substansial dan potensi dirinya untuk belajar 
lebih maju).  
Sementara itu menurut ( Rofi Yani, 2012) tujuan dari Pendidikan 
Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan yaitu : Pertama, berpikir 
secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Kedua, 
berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi. Ketiga, berkembang secara 
positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat 
Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Keempat, berinteraksi 
dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung 
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 
Hasil-hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara 
sesungguhnya juga menyimpulkan bahwa secara umum pendidikan kewarganegaraan yang 
dilakukan di berbagai negara mengarahkan warga bangsa itu untuk mendalami kembali nilai-
nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling 
fundamental yang dianut bangsa bersangkutan. Sesungguhnya banyak aliran filsafat yang 
dapat dijadikan pembenar bagi upaya pendidikan kewargaan (civic education). Namun, 
landasan filsafat tersebut, kemudian, perlu dicari relevansinya dengan  kondisi dan tantangan 
kehidupan nyata dalam masyarakat tertentu, agar civic education (pendidikan kewargaan) 
mampu memberikan konstribusi yang positif bagi pemecahan kemasyarakatan yang sedang 
dan akan dihadapi suatu bangsa atau masyarakat. Oleh karenanya, apapun bentuk pendidikan 
kewargaan yang dikembangkan di berbagai bangsa, nilai-nilai fundamental dari suatu 
masyarakat perlu dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan sosial, agar nilai-nilai 
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fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk memberikan kontribusi yang signifikan 
terhadap pemecahan problem suatu masyarakat. 
Semua fenomena yang digambarkan tersebut diatas semakin menambah panjang 
ekses dari gelombang demokrasi terhadap tumbuhnya nilai – nilai nasionalisme.Nasionalisme 
seperti telur diujung pedang yang sewaktu – waktu terjatuh dan berantakan tanpa bentuk. 
Tentunya sebagai bagian dari komponen bangsa ini tidak akan rela dan merelakan kondisi 
yang demikian, sehingga harapanya melalui Pendidikan Kewarganegaraan nilai – nilai 
nasionalisme tersebut dapat dibangun dengan kokoh diatas fondasi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Tulisan ini akan mengupas 
lebih dalam mengenai model pembelajaran nasionalism project citizen pada mata pelajaran 
pendidikan kewarganegaraan yang berbasis nasionalisme sehingga karakter cinta tanah air 
peserta didik dapat terbentuk. 
 
B. Pembahasan 
    1. Nasionalisme Indonesia  
Hans Kohn (1984:11) mengartikan nasionalisme sebagai suatu paham dimana 
kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Sementara itu 
Nugroho Notosusanto (1979:53) memberi tekanan bahwa nasionalisme merupakan spirit, 
semangat, moril, yang hidup pada diri manusia yang dipersembahkan bagi keagungan negara. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah perasaan cinta dan bangga, 
kecintaan alamiah terhadap tanah air, mengakui adanya dan menghargai sepenuhnya 
keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia, perasaan membela tanah air apabila dalam 
keadaan terancam, selalu berhubungan baik dan toleransi terhadap orang lain, memiliki rasa 
peduli, tepa salira, setia kawan, dan cinta damai, peka dan peduli terhadap lingkungan, peduli 
terhadap masalah-masalah sosial dan masalah kenegaraaan. 
Ahli sejarah terkemuka Sartono Kartodirdjo mengemukakan bahwa yang disebut 
“nation” dalam konteks nasionalisme Indonesia ialah suatu konsep yang dialamatkan pada 
suatu komunitas sebagai kesatuan kehidupan bersama, yang mencakup berbagai unsur yang 
berbeda dalam aspek etnis, kelas atau golongan sosial, sistem kepercayaan, kebudayaan, 
bahasa dan lain-lain sebagainya. Kesemuanya terintegrasikan dalam perkembangan sejarah 
sebagai kesatuan sistem politik berdasarkan solidaritas yang ditopang oleh kemauan politik 




Pengertian yang diberikan Sartono Kartodirdjo didasarkan pada perkembangan 
sejarah bangsa Indonesia dan realitas sosial budayanya, serta berdasarkan berbagai 
pernyataan politik pemimpin Indonesia sebelum kemerdekaan, seperti manifesto 
Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda 1928.   
Menurut A. Ubaedillah (2008:30-31), dalam sejarahnya nasionalisme Indonesia 
itu melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu diantaranya tahap yang ditandai dengan 
tumbuhnya perasaan kebangsaan dan persamaan nasib dan diikuti dengan bentuk perlawanan 
terhadap penjajahan baik sebelum maupun sesudah proklamasi, tahap revolusioner dalam 
mempertahankan perjuangan terhadap kemerdekaan Indonesia, tahap persatuan dan kesatuan 
dengan menekankan pada penghormatan hak asasi manusia dan demokrasi, serta 
perkembangan nasionalisme kosmopolitan yakni sebagai bangsa yang tidak dapat 
menghindari dari bangsa lain dengan bergabungnya Indonesia dalam sistem global 
internasional. Unsur-unsur nasionalisme Indonesia mencakup hal-hal seperti berikut: 
1.Kesatuan (unity) yang mentransformasikan hal-hal yang bhinneka menjadi seragam sebagai 
konsekuensi dari proses integrasi. Tetapi persatuan dan kesatuan tidak boleh disamakan 
dengan penyeragaman dan keseragaman. 
2.  Kebebasan (liberty) yang merupakan keniscayaan bagi negeri-negeriyang terjajah agar 
bebas dari dominasi asing secara politik dan eksploitasi ekonomi serta terbebas pula dari 
kebijakan yang menyebabkan hancurnya kebudayaan yang berkepribadian. 
3.  Kesamaan (equality) yang merupakan bagian implisit dari masyarakatdemokratis dan 
merupakan sesuatu yang berlawanan dengan politik kolonial yang diskriminatif dan 
otoriter. 
4.  Kepribadian (identity) yang lenyap disebabkan ditiadakandimarginalkan secara sistematis 
oleh pemerintah kolonial Belanda. 
5.  Pencapaian-pencapaian dalam sejarah yang memberikan inspirasi dankebanggaan bagi 
suatu bangsa sehingga bangkit semangatnya untuk berjuang menegakkan kembali harga 
diri dan martabatnya di tengah bangsa. Konsepnya itu didasarkan atas pengamatannya 
terhadap sejarah Indonesia khususnya sejak masa penjajahan.Ia jelas sekali menerima 
beberapa pandangan yang dikemukakan oleh Ernest Renan.  
Notonagoro, seorang ahli filsafat dan hukum terkemuka dari Universitas Gajah 
Mada, mengemukakan bahwa nasionalisme dalam konteks Pancasila bersifat “majemuk 
tunggal” (bhinneka tunggal ika). Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia 
adalah sebagai berikut: 
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1.      Kesatuan Sejarah, yaitu kesatuan yang dibentuk dalam perjalanan sejarahnya 
yang panjang sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan 
Islam hingga akhirnya muncul penjajahan VOC dan Belanda. Secara terbuka 
nasionalisme mula pertama dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1945 dan 
mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. 
2.      Kesatuan Nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki persamaan nasib, 
yaitu penderitaan selama masa penjajahan dan perjuangan merebut kemerdekaan 
secara terpisah dan bersama-sama, sehingga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
dapat memproklmasikan kemerdekaan menjelang berakhirnya masa pendudukan 
tentara Jepang. 
3.      Kesatuan Kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keragaman 
kebudayaan dan menganut agama yang berbeda, namun keseluruhannya itu 
merupakan satu kebudayaan yang serumpun dan mempunyai kaitan dengan agama-
agama besar yang dianut bangsa Indonesia, khususnya Hindu dan Islam. 
4.      Kesatuan Wilayah. Bangsa ini hidup dan mencari penghidupan di wilayah yang 
sama yaitu tumpah darah Indonesia. 
5.      Kesatuan Asas Kerohanian. Bangsa ini memiliki kesamaan cia-cita, pandangan 
hidup dan falsafah kenegaraan yang berakar dalam pandangan hidup masyarakat 
Indonesia sendiri di masa lalu maupun pada masa kini. 
 
Dalam kaitannya dengan bentuk pemerintahan atau negara, Soepomo dan 
Mohamad Yamin mengemukakan agar bangsa Indonesia menganut paham integralistik, 
dalam arti bahwa negara yang didiami bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan integral 
dari unsur-unsur yang menyusunnya. Paham integralistik mengandaikan bahwa negara harus 
mengatasi semua golongan.  Notonagoro di lain hal mengusulkan agar NKRI menjadi negara 
yang berasaskan kekeluargaan, tetapi diartikan keliru oleh Suharto dan rezimnya selama lebih 
30 tahun. Sampai sekarang tampaknya kita masih gamang akan memilih paham yang mana 
untuk menentukan masa depan negara kita. Kita juga belum tahu bagaimana menempatkan  
kebudayaan penduduk Nusantara yang bineka itu, yang multi-etnik, multi-budaya dan multi-
agama, dalam rangka negara persatuan. 
 
2.Nasionalisme dalam Pendidikan Kewarganegaraan 
Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan/PKn yang kita kenal sekarang ini 
dimulai pada tahun 1957 yang diberi nama Kewarganegaraan, tahun 1959 dengan nama 
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Civics, tahun 1962 dengan nama Kewargaan Negara (PKn), tahun 1975 dengan nama 
Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional maka penamaannya berubah menjadi 
Pendidikan Kewarganegaraan. 
Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa PKn wajib dimuat dalam 
pendidikan dasar dan menengah sampai pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam penjelasan 
Pasal 37 ayatb (1) dijelaskan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk 
membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah 
air”. 
Perubahan nama yang terjadi tidak mengurangi esensi PKn. Fungsi PKn tetap 
sama yaitu untuk membentuk warga negara yang baik (to be a good citizenship). Jika dilihat 
lebih dalam isi penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka 
paradigma PKn sekarang lebih menekankan pada semangat nasionalisme dan semangat 
kebangsaan, hal ini dilakukan karena seiring dengan  era globalisasi yang sedang dihadapi. 
Dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar Departemen Pendidikan 
Nasional kurikulum mata pelajaran kewaragenagaraan Sekolah Menengah Atas dan MA 
(Depdiknas, 2006 : 56) menyatakan pengertian PKn adalah sebagai berikut : 
Kewarganegaraan (Citizenship) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan 
diri pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural, bahasa, etis dan 
berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 
Melihat pengertian di atas jelaslah bahwa PKn bertujuan untuk membentuk warga 
negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang dapat dinilai dari segi agama dan sosio 
kultural. Sampailah tujuan akhir yang ingin dicapai dari mata pelajaran pendidikan 
kewarganegaraan ini adalah untukmembentuk warga negara yang baik (to be good 
citizenship) dan pembentukan karakter bangsa (nation and caracter building). 
Kecerdasan yang dimiliki warga negara tersebut harus tercermin dalam tiga 
aspek, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), kecakapan kewarganegaraan 
(civic skill), dan watak-watak kewarganegaraan (civic disposition). Senada dengan hal ini, 
Wahab (2008 : 62) mengatakan bahwa “...kewarganegaraan yang dikembangkan haruslah 
mengandung pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai, dan disposisi yang idealnya dimiliki 
warga negara”. Jika warga negara sudah tercerdaskan dalam aspek-aspek tersebut, maka 
tujuan PKn sudah dapat dikatakan berhasil. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya 
dalam setiap tujuan PKn membekali kemampuan kepada peserta didik dalam hal tanggung 
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jawabnya sebagai warga negara, yaitu warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, rasional, dan efektif, berpartisipasi dalam kegiatan 
masyarakat berbangsa dan bernegara, membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter 
masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan 
dunia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan informasi. Secara singkat tujuan PKn 
adalah membina peserta didik agar menjadi warga negara yang baik (to be good citizenship). 
Yang ditandai dengan warga negara yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, adanya rasa saling menghormati dan menghargai, bangga dan cinta terhadap bangsa dan 
tanah air, demokratis, bertanggung jawab serta mampu memposisikan diri dalam kehidupan 
masyarakat, bangsa, negara bahkan dalam pergaulan antar bangsa. 
Menurut pendapat Tilaar (2007 : 25), menyatakan bahwa pendidikan merupakan 
faktor penting untuk menumbuhkan nasionalisme disamping bahasa dan budaya. Pendidikan 
Kewarganegaraan sangat kental dan erat dengan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. 
Karena memang secara substantif pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk 
warga negara yang baik, yang salah satu di dalamnya kental dengan nuansa nasionalismenya. 
Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan juga sumber hukum 
yang merupakan kristalisasi dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia akan menjadi 
pedoman bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam segi pelaksanaan pendidikan. 
Keadaan ini perlu diperhitungkan mengingat pendidikan harus sejalan seerta mengikuti 
falsafah hidup bangsanya. Oleh karena itu pendidikan harus dapat menjawab bagaimana 
menghasilkan peserta didik yang bermoral dan memiliki karakter yang baik. 
Untuk mewujudkan manusia yang ber-Pancasila tersebut, PKn sebagai sub sistem 
dari pendidikan Pancasila memiliki posisi penting dalam Pendidikan Nasional, PKn 
dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Hal ini 
menunjukkan bahwa keberadaan PKn sangatlah penting pada pelaksanaan pembelajaran di 
sekolah. Dengan mendapatkan pelajaran PKn di sekolah diharapkan siswa memiliki 
kemampuan untuk mengembangkan diri berdasarkan terkandung di dalam Pancasila. 
Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan bermaksud menanamkan dan 
mengembangkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa seperti cinta tanah air, wawasan 
kebangsaan dan jiwa kebangsaan  yang menjadi identitas dan karakter bangsa dalam 
mencapai integritas bangsa, dijadikan sebagai dasar yang kuat dan kokoh untuk 
mengembangkan dan membina kepribadian yang baik pada generasi muda sehingga benar-




Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP, muatan materi tentang 
penumbuhkembangan sikap nasionalisme kepada siswa termuat dalam ruang lingkup materi 
tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam ruang lingkup persatuan dan kesatuan bangsa 
lebih lanjut meliputi materi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan 
sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. 
Lebih spesifik lagi dalam KTSP yang memuat materi tentang nasionalisme 
sebagai berikut : 
Standar Kompetensi : 1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
    (NKRI). 
Kompetensi Dasar    : 1.1. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya  
   negara. 
   1.2. Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. 
   1.3. Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI. 
   1.4. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme 
       dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Dari uraian tersebut di atas nampak bahwa yang termasuk obyek studi PKn ialah 
studi mengenai kesadaran yang meliputi patriotisme, nasionalisme, pengertian internasionaal 
dan moral Pancasila. Jadi dapat disimpulkan bahwa PKn sangat mendukung sebagai alat 
untuk menumbuhkembangkan sikap nasionalisme warga negara khususnya dalam hal ini 
siswa sebagai generasi penerus bangsa. 
 
3. Implementasi Model Pembelajaran Nasionalism Project CitizenPada Pendidikan 
Kewarganegaraan  
 
Sebagai suatu program pendidikan yang amat strategis bagi upaya pendidikan 
karakter (salah satunya karakter cinta tanah air), PKn perlu memperkuat posisinya menjadi 
“subjek pembelajaran yang kuat” (powerfull learning area) yang secara kurikuler ditandai 
oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri : bermakna (meaningfull), 
terintegrasi (integrated), berbasis nilai (valuebased), menantang (challenging), dan 
mengaktifkan (activating). Melalui pengalaman belajar semacam itulah para siswa difasilitasi 
untuk membangun pengetahuan, sikap, dan ketrampilan kewarganegaraan yang demokratis 
dalam koridor psiko-pedagogis-konstruktif. 
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Terkait dengan hal itu, maka perlu adanya model pembelajaran  PKn yang 
menumbuhkan (membangkitkan) sikap nasionalisme keIndonesiaan kritis, yang 
memungkinkan siswa untuk aktif dan rasional dalam mengkritisi fenomena yang terjadi di 
masyarakat. Model yang dimaksud adalah NPC (Nasionalism Project Citizen). 
Nasionalism Project Citizen (NPC) adalah suatu Model pembelajaran yang 
dikembangkan di dunia persekolahan (SMA) yang didasarkan pada teori bahwa Pendidikan 
Kewarganegaraan merupakan salah satu ujung tombak dari pendidikan politik dalam rangka 
pembentukan warga negara yang nasionalis yang memiliki kecintaan dan kerelaan berkorban 
bagi bangsanya.  
Nasionalism Project Citizen (NPC) memiliki karakteristik substantif dan psiko-
pedagogis sebagai berikut : 
1. Bergerak dalam konteks substantif dan sosio-kultural masalah-masalah nasionalisme 
keIndonesiaan sebagai salah satu wahana  interaksi warga negara dengan negara 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban, dan tanggungjawabnya sebagai warga 
negara Indonesia yang cerdas, partisipatif dan bertanggungjawab, yang secara 
kurikuler dan pedagogis merupakan misi utama pendidikan kewarganegaraan. 
2. Menerapkan model “portofolio-based learning” atau “model pembelajaran berbasis 
portofolio” dan “portofolio assessment” atau “penilaian berbasis portofolio” yang 
dirancang dalam disain pembelajaran yang memadukan secara sinergis model-model 
“social problem solving” (pemecahan masalah), social inquiry (penelitian sosial0, 
social involvement (perlibatan sosial), cooperative learning (belajar bersama), 
simulated hearing (simulasi dengar pendapat), deep-dialogue and critical thinking 
(dialog mendalam dan berpikir kritis), value clarification (klarifikasi nilai), 
democratic teaching (pembelajaran demokratis). Dengan demikian model ini 
potensial menghasilkan “powerfull learning” atau belajar yang berbobot dan 
bermakna yang secara pedagogis bercirikan bermakna (meaningful), terintegrasi 
(integrated), berbasis nilai (valuebased), menantang (challenging), dan mengaktifkan 
(activating), dan menyenangkan (joyfull). Menurut Budimansyah (2009 : 22-23), 
model pembelajaran PKn berbasis portofolio memberikan kesempatan kepada para 
remaja untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat sipil dengan cara 
berlatih berpikir kritis, berdialog, berdebat, bernegosiasi, bekerjasama, berperilaku 
secara sopan dan santun, bersikap toleran, membuat keputusan, dan melakukan 




3. Kerangka operasional pedagogis dasar yang digunakan adalah modifikasi langkah 
strategi pemecahan masalah dengan langkah-langkah : identifikasi masalah, pemilihan 
masalah, pengumpulan data, pembuatan portofolio, show case, dan refleksi. Adapun 
kemasan portofolionya mencakup panel sajian (portofolio tayangan) dan file dokumen 
(bundel dokumentasi) dikemas dengan menggunakan sistematika identifikasi dan 
pemilihan masalah, alternatif solusi, usulan kebijakan, dan rencana tindakan. 
Sementara itu kegiatan show case didisain sebagai forum dengar pendapat (simulated 
public hearing). 
4. Fokus perhatian dari model ini adalah pengembangan “civic knowledge” 
(pengetahuan kewarganegaraan), “civic dispossition” (kebajikan kewarganegaraan, 
“civic skill” (keterampilan kewarganegaraan), “civic confidence” (kepercayaan diri 
kewarganegaraan), “civic commitment (komitmen kewarganegaraan), “civic 
competence” (kompetensi kewarganegaraan) yang bermuara pada berkembangnya 
“well-informed, reasoned, and responsible decision making (kemampuan mengambil 
keputusan berwawasan, bernalar, dan bertanggung jawab)” 
5. Strategi instruksional yang digunakan dalam model ini bertolak dari strategi “inquiry 
learning, discovery learning, problem solving learning, research-oriented learning” 
yang dikemas dalam model “Project” ala John Dewey. Dalam hal ini ditetapkan 
langlah-langkah :  
(1) Penjelasan secara historis dan nalar nasionalisme Indonesia 
Para siswa dijelaskan secara historis nalar nasionalisme Indonesia, mulai dari 
sejarah nasionalisme Indonesia, karakteristik nasionalisme Indonesia. 
(2) Mengidentifikasi masalah krisis nasionalisme dan erosi ideologi dalam 
masyarakat 
Para siswa membuat daftar masalah terkait nasionalisme yang ditemukan dalam 
masyarakat. Para siswa berbagi informasi mengenai permasalahan yang 
ditemukan dalam masyarakat, langkah berikutnya adalah : 
a. Diskusi Kelompok 
b. Pekerjaan rumah yang meliputi : tugas wawancara, tugas menggunakan media 
cetak, tugas menggunakan radio/TV 
(3) Memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas 
Pada langkah ketiga ini hendaknya kelas mendiskusikan semua informasi yang 
telah didapat berkenaan dengan daftar masalah yang ditemukan terkait 
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krisisnasionalisme dalam masyarakat kemudian dipilih satu masalah yang akan 
dijadikan bahan kajian kelas. Langkah diskusi kelas : 
a. Apabila kelas sudah menganggap  bahwa informasi yang telah dikumpulkan 
sudah cukup maka pemilihan masalah dilakukan dengan cara voting. 
b. Setelah diambil suara terbanyak mengenai permasalahan yang menjadi bahan 
penelitian maka lakukanlah pekerjaan rumah bagi kelompok kecil yang sudah 
dibagi tugasnya. 
(4) Mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah itu 
Langkah berikutnya adalah mencari bahan-bahan dan sumber informasi tambahan. 
Aktifitas kelas mengidentifikasi sumber informasi dengan cara : 
a. Ke perpustakaan untuk mencari informasi melalui buku dan bahan bacaan 
lainnya 
b. Ke kantor surat kabar 
c. Ke Pakar 
d. Ahli hukum 
e. Organisasi masyarakat 
f. Kantor DPRD 
g. Lembaga Swadaya Masyarakat 
h. Kantor Polisi 
i. Sumber informasi lain yang mendukung 
(5) Mengembangkan portofolio kelas 
Budimansyah (2009 : 24) menjelaskan bahwa portofolio adalah tampilan visual 
dan audio yang disusun secara sistematis yang melukiskan proses berpikir yang 
didukung oleh seluruh data yang relevan, yang secara utuh melukiskan 
“integrated learning experience” atau pengalaman belajar yang terpadu yang 
dialami oleh peserta didik sebagai suatu kesatuan. Portofolio terdiri dari dua 
bagian, yakni “portofolio tayangan” dan “portofolio dokumentasi”. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa  portofolio adalah hasil pekerjaan siswa yang 
dikumpulkan dan didokumentasikan yang berisikan kumpulan pengalaman belajar 
siswa dan informasi yang telah didapat siswa baik berupa pengetahuan, 
keterampilan, nilai, dan sikap. Untuk memasuki tahap ini, para siswa harus sudah 
menyelesaikan penelitiannya, sumber informasi sudah dirasa cukup untuk 
dikunjungi, setelah itu kelas dibagi menjadi empat kelompok. Masing-masing 
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kelompok  bertanggungjawab untuk mengembangkan satu bagian dari portofolio. 
Adapun langkah-langkahnya adalah : 
a. Portofolio 1 : Menjelaskan masalah krisis nasionalisme 
b. Portofolio 2 : Mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif untuk memecahkan 
 masalah krisis nasionalisme 
c. Portofolio 3 : Membuat suatu kebijakan publik yang didukung kelompok siswa 
d. Portofolio 4 : Membuat satu rencana aksi untuk diusulkan pada pemerintah 
         untuk memcahkan masalah krisis nasionalisme 
(6) Menyajikan portofolio 
Jika portofolio kelas telah selesai, para siswa kemudian menyajikan hasil 
pekerjaanya dihadapan para hadirin. Presentasi ini atau yang dikenal pula dengan 
sebutan show casedapat dilakukan di hadapan tiga sampai empat juri yang 
mewakili sekolah dan masyarakat. Dengan kegiatan ini para siswa akan dibekali 
dengan pengalaman belajar bagaimana cara mempresentasikan ide-ide kepada 
orang lain, serta bagaimana cara meyakinkan mereka terhadap langkah-langkah 
yang diambil siswa. 
(7) Melakukan refleksi pengalaman belajar 
Merefleksikan pengalaman belajar atas segala sesuatu selalu merupakan hal yang 
baik. Refleksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu untuk belajar, untuk 
menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan, dan untuk 
meningkatkan kemampuan yang sudah siswa miliki. Untuk memasuki tahap ini 
para siswa harus sudah menyelesaikan portofolio kelas. Sebagai bahan tambahan 
para siswa dapat memasukkan bagian refleksi atau evaluasi ini dalam bagian 
dokumentasi. Dalam setiap langkah, peserta didik belajar secara mandiri dalam 
kelompok kecil dengan fasilitas dari guru dan menggunakan aneka ragam sumber 
belajar di sekolah dan di luar sekolah. Dalam proses inilah berbagai ketrampilan 
dikembangkan seperti : membaca, mendengar pendapat orang lain, mencatat, 
bertanya, menjelaskan, memilih, merumuskan, menimbang, mengkaji, 









Model pembelajaran Nasionalism Project Citizen (NPC) di sekolah dengan 
pendekatan inkuiri sosial memiliki karakter menghargai potensi, kreativitas dan keragaman 
individual-kultural siswa, sehingga menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang mengalami 
krisis nasionalisme.Nasionalism Project Citizen(NPC) menjadi sebuah keniscayaan bagi 
wahana desimenasi pemahaman nasionalisme keIndonesiaan yang secara sinergis terkait 
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